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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Sebagaimana diketahui, dalam penyelesaian kewajiban pembayaran di antara anggota masyarakat di Indonesia terdapat penggunaan sesuatu mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dapat juga menggunakan suatu warkat berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pembayaran itu. Uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara ditetapkan penggunanya melalui suatu peraturan undang-undang.
 Uang rupiah yang beredar di seluruh wilayah Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran masyarakat di wilayah Indonesai karena alat pembayaran yang sah. [footnoteRef:1]  [1:  Muchdarsyah, Uang dan Bank, Jakarta: Rineka cipta, 2000, hlm. 8] 

	Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya, bank dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.[footnoteRef:2] [2:  Nurul Huda. Lembaga Keuangan Islam. Bogor: Ghalia Indonesia,2010, hlm. 23] 

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya dalam perbankan tidak terlepas dari penghimpunan dana pihak ketiga seperti Tabungan, Deposito dan Giro yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan terhindar dari transaksi yang mengandung maysir, gharar dan riba . oleh karena itu dalam lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan dibantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tujuan agar program-program yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah benar-benar menurut syariat Islam.[footnoteRef:3] [3:  Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Media Group, 2009, hlm. 16] 

	Bank memiliki beberapa produk yang ditawarkan terhadap nasabah seperti Tabungan, Deposito, dan Giro. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu nasabah menghendaki. Deposito adalah tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat yang biasanya memiliki jasa waktu tertentu dimana yang ada didalamnya tidak dapat diambil kecuali sudah jatuh tempo waktu yang telah ditentukan. Sedangkan giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahan pembukuan.[footnoteRef:4]  [4:  Frianto Pandia, lembaga keuangan, jakarta: Rineka Cipta.2000.hlm 24] 

	Giro sebagai salah satu bentuk simpanan pada bank umum, disebut sebagai dana murah bagi bank. Pengertian giro menurut ketentuan pasal 1 angka 6 UU perbankan Indonesia 1992/1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.[footnoteRef:5] [5:  Ibid, hlm. 18] 

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kapada bank penerbit, sesuai dengan persyaratan penarikan. [footnoteRef:6] [6:  Kasmir.Dasar-dasar Perbankan.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.2003.hlm. 71] 

Cek/bilyet giro kosong ditolak bank dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Pemegang rekening tidak diperkenanankan melakukan penarikan cek tersebut dengan alasan apapun. Keadaan nasabah yang mengajukannya akan dikenakan sanksi. [footnoteRef:7] [7:  M.Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 105] 

Kasus penipuan yang terjadi pada Agustus 2008 bermula terdakwa mendatangi Harianto untuk berkerjasama dalam pembangunan gedung olahraga. Harianto tertarik dengan ajakan itu lalu dia bersedia menyediakan  dananya, dalam kesepakatan selanjutnya keduanya membuat akta kerja sama di depan notaris dengan dana pendampingan proyek senilai Rp.1 Miliar. Dalam perjanjian itu terdakwa menanggung Rp.200 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp.800 juta menjadi tanggung jawab Harianto, untuk meyakinkannya terdakwa memberikan sembilan lembar cek sebagai jaminan atas dana yang telah disetorkan. Namun proyek tersebut tak kunjung terealisasi, saat Harianto hendak mencairkan cek tersebut ternyata ceknya kosong, Harianto pun langsung melaporkan kasus penipuan itu ke polisi.[footnoteRef:8]  [8: http://merdeka.com/peristiwa/pelaku-penipuan-cek-kosong-diganjar-satu-tahun-penjara. Diakses tanggal 6 Agustus 2015 Pukul 09.30] 

Kasus perkara dugaan penipuan yang bermula dari Hafni meminjam uang Rp.750 juta kepada Martaria, namun setelah jatuh tempo waktu yang diberikan Hafni tetap tidak melunasinya, setelah mendesaknya Hafni pun membayarnya dengan menggunakan cek, tetapi ketika Martaria ingin mencairkan cek tersebut ke Bank BNI ternyata dananya kosong. Merasa ditipu dan uangnya digelapkan, Martaria pun melaporkannya ke polisi.[footnoteRef:9] Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, peneliti memilih judul Tugas Akhir yaitu Penanganan Cek Kosong dan Dampak Peredarannya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang. [9: http://beritasumut.com/view/hukum---kriminal/13983/sidang-penipuan-Rp750-juta--saksi-akui-terdakwa-berikan-cek-kosong. Diakses tanggal 6 Agustus Pukul 10.00] 

B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah
1. Apa saja Penyebab Penolakan Pembayaran Cek yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Palembang ?
2. Bagaimana Dampak Peredaran Cek Kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang ?
3. Bagaimana Upaya Penanganan Cek Kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang ?
C. Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah
1. Untuk Mengetahui Penyebab Penolakan Pembayaran Cek Kosong yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Palembang.
2. Untuk Mengetahui Dampak Peredaran Cek Kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.
3. Untuk Mengetahui Upaya Penanganan Cek Kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni :
1. Bagi peneliti, tugas akhir ini disusun untuk mendapatkan gelar A.Md program Diploma 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah dan mendapatkan pengetahuan baru yang lebih mendalam mengenai penanganan cek kosong dan dampak peredarannya.
2. Bagi Akademisi/ Lembaga, tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengetahuan mengenai penanganan cek kosong dan dampak peredarannya.
3. Bagi PT.Bank BNI Syariah, untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi perkembangan Bank BNI Syariah Cabang Palembang
4. Bagi Masyarakat Luas, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama.


E. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data pokok yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dengan pokok bahasan[footnoteRef:10] yang dikaji mengenai penanganan cek kosong dan dampak peredarannya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang dan berupa hasil dokumentasi dan wawancara langsung dengan Ibu Tri Cahaya Nita di bagian Operational Assistant karena sesuai dengan masalah yang diteliti. [10: Bambang Sunggono. 2007. Metodelogi Penelitian Hukum . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal.37] 

F. Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Observasi (pengamatan) yaitu penulis melakukan pengamatan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang dengan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dalam penyusunan tugas akhir ini.
b. Metode Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung tentang penanganan cek kosong dan dampak peredarannya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang pada bagian Operational Assistant.
c. Metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui penyelidikan terhadap dokumen-dokumen perusahaan serta melakukan pencatatan dari sumber-sumber tertulis tentang laporan bank, buku, website, modul dan brosur yang terdapat di PT. Bank BNI Syariah Cabang palembang.


G. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.[footnoteRef:11] [11: Emzir. 2010. Analisis Data. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.3] 

H. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai rancangan sistematika Tugas Akhir ini secara singkat, adapun sistematika Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:
BAB I . PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dikemukan dasar dan arah serta permasalahan yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
BAB II . LANDASAN TEORI
Dalam bab ini, menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai penanganan Cek kosong dan dampak peredarannya pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Palembang.


BAB III . GAMBARAN OBJEK PENELITIAN
         Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yaitu : sejarah lembaga, visi/misi dan struktur organisasi, serta lokasi penelitian.
BAB IV . PEMBAHASAN
Dalam bab ini, akan dikemukan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dan penjelasan yang peneliti dapatkan tentang Penanganan Cek kosong dan dampak peredarannya pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Palembang.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya serta diberikan saran yang mungkin bermanfaat.











BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sejarah Bank
Istilah bank pertama kali dikenal di daerah Babylonia. Bank menurut orang-orang Babylonia adalah meja tempat tukar menukar uang. Pada tahun 1171, muncul Bank of Venesia, yang pada saat itu fungsinya tidak hanya tempat tukar menukar uang, tapi juga tempat menitipkan uang. Kemudian pada tahun 1320, muncul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona, kedua bank ini menambah fungsi yaitu tempat meminjamkan uang. Pada saat itu mulai dikenal istilah bunga. [footnoteRef:12] [12:  Abdul Aziz, Bank dan lembaga keuangan lainnya,Palembang:Citrabooks Indonesia.2011, hlm.7] 

Sementara di Indonesia sendiri, istilah Bank diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke 16. Bank yang pertama kali muncul di Indonesia pada saat itu, yaitu De Javasche Bank, yang mana setelah Indonesia merdeka, Bank tersebut dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. [footnoteRef:13]  [13:  Ibid] 

B. Pengertian Bank
Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pinjaman lainnya, dalam rangka mensejahterahkan rakyat banyak. [footnoteRef:14] [14:  Abdul Aziz.Op.Cit.hlm.8] 

Bank merupakan suatu kantor yang kegiatan sehari-harinya sebagai perantara orang yang menyimpan uang di kantor tersebut dan uang tersebut dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Artinya fungsi utama bank sebagai perantara bagi penawaran dan permintaan uang. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup rakyat banyak. [footnoteRef:15] [15:  M.Bahsan. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,2004, hlm. 4] 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No.2 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). [footnoteRef:16] [16:  Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 22] 

C. Pengertian Bank Syariah
Bank Syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Disamping itu berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. [footnoteRef:17] [17:  Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 16] 

D. Pengertian Giro
Salah satu yang ditawarkan oleh bank adalah simpanan giro. Simpanan giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek/bilyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindahbukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketetntuan yang berlaku. Sifat giro adalah bisa ditarik kapanpun. Simpanan giro merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik perorangan maupun badan usaha.[footnoteRef:18]  [18:  Ismail.Manajemen Perbankan.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011.hlm.47. ] 

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Penarikan dana giro hanya dapat dilakukan dengan cara perintah tertulis dari pemiliknya sebagai dasar resmi otorisasi pendebetan rekening nasabah oleh bank. Penarikan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu nasabah menghendakinya, dimana bank akan menguji kebenaran nomor rekening, tanda tangan, kecukupan saldo, dan informasi lainnya yang diperlukan.[footnoteRef:19] [19:  N, Lapoliwa. Akuntansi Perbankan.Jakarta: Institut Bankir Indonesia.2000, hlm 66] 

Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek/bilyet giro dan sarana penarikan lainnya. Simpanan giro lebih dikenal dengan nama giro dapat ditawarkan kepada selurub masyarakat baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro. Giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Memiliki rekening giro di bank pada dasarnya sama dengan memiliki uang tunai. Pemilik rekening giro dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnisnya dengan melakukan pembayaran dengan cek atau bilyet giro. [footnoteRef:20] [20:  Ismail, Akuntansi Bank,Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2010, hlm.28] 

Pembukaan rekening giro merupakan perjanjian awal yang terjadi antar nasabah sebagai pemilik dana dan bank. Nasabah akan memulai aktivitasnya dengan menggunakan fasilitas rekening yang dimiliki oleh nasabah di bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan rekening giro adalah Customer service, Teller, Bagian operasi & jasa, Pembukuan. [footnoteRef:21] [21:  Ismail, Op.Cit. hlm. 62] 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuka rekening giro di bank adalah calon nasabah giro menghubungi bank yang dipilih dengan membawa data atau memperlihatkan bukti diri yang sah apabila nasabah perorangan, Akta pendirian perusahaan, ijin usaha, keterangan domisili perusahaan, bila calon nasabah adalah perseroan/badan usaha seperti PT, CV, Koperasi atau Yayasan, Surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank dan membawa uang tunai sebagai setoran pertama. [footnoteRef:22] [22:  Prathama Raharja, Uand dan Perbankan,Jakarta:Economic student’s group.1988, hlm. 84] 

Bank yang bersangkutan calon nasabah giro akan diteliti apakah namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, apabila tidak tercantum dalam daftar hitam tersebut, maka calon nasabah giro harus mengisi formulir surat permohonan untuk menjadi nasabah giro. Apabila surat permohonan dan surat perjanjian pembukaan rekening giro sudah disetujui oleh bank, maka calon nasabah giro menyetorkan uang tunai/cek/bilyet giro nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek/bilyet giro tersebut bukan cek/bilyet giro kosong.[footnoteRef:23] [23:  Ibid] 

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening wadiah. Pemegang rekening giro, dalam hal sedang membutuhkan dana tunai atau bila ingin memindahkan dananya ke rekening lain, maka transaksi penarikan atau pemindahbukuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro. [footnoteRef:24] [24:  Ismail.Perbankan Syariah.Jakarta:Kencana Preneda Media Group.2011.hlm.66] 

Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan  setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, srana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. [footnoteRef:25] [25:  Ibid.hlm.67] 

E. Pengertian Bilyet Giro
Sarana penarikan rekening giro selain cek adalah bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan. Syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank di atur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia SE BI No.4/670 UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No.28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995. [footnoteRef:26] [26:  Ismail, Manajemen Perbankan, hlm. 55] 

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya[footnoteRef:27] [27:  Mudrajat Kuncoro dan Suharjono. Manajemen Perbankan.Yogyakarta:BPFE.2002, hlm. 189] 

F. Pengertian Cek
Salah satu sarana penarikan rekening giro adalah dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Apabila pemegang rekening giro ingin menarik tunai dananya, maka pemegang rekening giro dapat mencairkannya dengan menggunakan cek. [footnoteRef:28] [28:  Ismail.Op.Cit. hlm. 49] 

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kapada bank penerbit, sesuai dengan persyaratan penarikan. [footnoteRef:29] [29:  Kasmir.Dasar-dasar Perbankan.Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.2003.hlm. 71] 

Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum pada KUH Dagang pasal 178. KUH Dagang pasal 178 menjelaskan tentang cek. Pada cek harus tertulis kata “CEK”, berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama bank tertarik (bank yang harus membayar), disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluakan, dan tanda tangan penarik.Syarat tersebut merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi. [footnoteRef:30] [30:  Ismail.Op.Cit. hlm.50] 

Bank biasanya menerbitkan syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut diberikan untuk meningkatkan keamanan bagi bank maupun pemilik rekening giro. Syarat-syarat tambahan tersebut antara lain, dana cukup, materai, apabila terdapat coretan, maka coretan tersebut harus di tanda tangani oleh pemilik rekening giro, jumlah angka sama dengan jumlah huruf sama, terdapat masa kedaluarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya cek tersebut, tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel yang ada dalam specimen (kartu contoh tanda tangan), tidak diblokir, resi cek sudah kembali, kondisi cek sempurna dan rekening belum ditutup. [footnoteRef:31] [31:  Ibid. hlm.51] 

Dalam praktik perbankan, yang mengutamakan pelayanan kepada nasabah, maka ada kalanya salah satu persyaratan tidak terpenuhi, akan tetapi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, maka bank dapat mengabulkannya setelah melakukan konfirmasi kepada pemilik simpanan giro. Salah satu contoh, apabila angka yang tertulis berbeda dengan hurufnya (Rp 2.050.000, tertulis dalam huruf dua juta lima ratus ribu rupiah), beberapa bank langsung menolaknya, akan tetapi beberapa bank lainnya dapat mengabulkannya setelah melakukan konfimasi kepada pemilik rekening giro. Bank akan membayarkan sesuai dengan hasil konfimasi. [footnoteRef:32] [32:  Ibid] 

Jenis-jenis Cek
1. Cek Atas Nama
Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika didalam cek tertulis perintah bayarlah kepada : Tn. Roy Akase sejumlah Rp 3.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Marindo uang sejumlah Rp 1.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. [footnoteRef:33] [33:   Kasmir.Bank dan lembaga keuangan lainnya.Jakarta:Rajawali Pers.2013.hlm.63] 

2. Cek Atas Unjuk
Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak ditulis kata-kata apa pun. [footnoteRef:34] [34:  Ibid] 

3. Cek Silang
Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.[footnoteRef:35] [35:  Ibid] 

4. Cek Mundur
Cek mundur merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Contoh, Annisa pemegang rekening giro menyerahkan cek kepada Annita atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh Annita kepada Annisa. Cek diserahkan  pada tanggal 10 April 2006, akan tetapi di dalam cek diberi tanggal 20 April 2006, ini merupakan cek mundur. Pemberian tanggal mundur ini atas kesepakatan antara pemegang rekening giro (Annisa) dan pihak yang menerima cek tersebut (Annita). Dalam contoh tersebut, apabila Annita menarik cek tersebut tanggal 15 April 2006, dan saldonya cukup, maka bank tetap harus mencairkannya, karena sifat dasar cek adalah atas tunjuk. Kapan pun cek dicairkan maka bank tidak boleh menolak pencairan cek tersebut selama saldonya cukup. [footnoteRef:36] [36:  Abdul, Aziz.Op.Cit.hlm.12] 

5. Cek Kosong
Cek Kosong adalah cek yang dananya tidak cukup. [footnoteRef:37] Jenis cek ini yang paling dihindari oleh penarik cek, yaitu cek kosong. Cek kosong disebut juga dengan blank cheque merupakan cek yang tidak ada dananya atau ada dana yang tersedia, akan tetapi jumlah penarikannya yang tertera dalam cek tersebut lebih besar dibanding saldo rekening Giro. [footnoteRef:38] [37:  Ismail.Op.Cit.hlm.55]  [38:  Ibid. hlm. 64] 

G. Perbedaan Cek dan Bilyet Giro
Pada dasarnya cek dan bilyet giro adalah sama, yaitu sebuah perintah dari nasabah yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Cek dapat dicairkan secara tunai, sedangkan bilyet giro tidak dapat dicairkan secara tunai. [footnoteRef:39] [39:  Prathama, Rahardja, Op.CIt. hlm. 80] 

Tabel 2.1
Perbedaan Cek dan Bilyet Giro
	Cek
	Bilyet Giro

	Diberikan atas tunjuk
	Diterbitkan atas nama

	Surat Perintah Pembayaran
	Surat Perintah Pemindahbukuan

	Tidak berlaku tanggal efektif
	Berlaku tanggal efektif


Di dalam bilyet giro terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitannya. Dalam BG, terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal efektif merupakan tanggal yang ditetapkan bahwa bilyet giro mulai efektif dan dipindahbukukan. Bila pemindahan dilakukan sebelum tanggal efektif, maka bank akan menolak permohonan pemindahbukuan tersebut. [footnoteRef:40] [40:  Ismail.Perbankan Syariah.hlm.66] 

H. Cek dan Bilyet Giro Sebagai Sarana Penarikan
Penarikan dana giro pada prinsipnya hanya menggunakan cek dan bilyet giro. Kedua warkat (dokumen) ini diatur oleh perundang-undangan yang berbeda dan berlaku mengikat seluruh anggota masyarakat. Cek dan bilyet giro disebut sebagai warkat perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. Sehubungan dengan itu, kedua warkat tersebut merupakan sarana penarikan giro [footnoteRef:41] [41:  Heri, Sudarso, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Yogyakarta:Ekonisia.2003, hlm. 27] 

Cek dan bilyet giro masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara itu uang rupiah sesuai dengan ketentuan UU Bank Indonesia 1999/2004 ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan setiap orang wajib menerimanya dalam hal dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai tujuan pembayaran. Penolakan terhadap penerimaan uang rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang tersebut diatas. [footnoteRef:42] [42:  Ibid] 

I. Cek/Bilyet Giro Kosong
Cek adalah surat perintah pembayaran dan bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan dana. Kedua warkat tersebut berkaitan dengan penyelesaian suatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro yang ada pada bank umum sehingga sering disebut sebagai warkat pembayaran giral. Akan tetapi, dalam hal ini kiranya perlu diperhatikan mengenai fungsinya sebagai warkat pembayaran giral karena terdapatnya kemungkinan penolakan penerimaannya oleh pihak-pihak tertentu, penolakan yang demikian perlu dipahami mengingat kedudukannya berbeda dengan uang rupiah sebagai alat pembayaran. [footnoteRef:43] [43:  M.Bahsan. Op.Cit, hlm. 20] 

Cek kosong yaitu cek yang dananya tidak tersedia, sebagai contoh misalnya nasabah menarik cek senilai 66 juta rupiah tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 20 juta rupiah. Jelas cek tesebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada.
Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai tiga kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarkan ke seluruh perbankan sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis sebelumnya. [footnoteRef:44] [44:  Kasmir.Op.Cit.hlm.64] 

Pemegang rekening tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong dengan alasan apapun, keadaan nasabah mengajukan cek/ bilyet giro kosong akan dikenakan sanksi Surat penarikan I (SP-I) dikeluarkan untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama yang mengingatkan penarik agar tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi, kemudian Surat perintah II (SP-II) dikeluarkan untuk penolakan cek/bilyet giro kosong ke dua yang mengingatkan penarik bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik cek/bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya, dan kriteria penarikan cek/bilyet giro kosong yang dilaporkan dalam daftar hitam nasional (DHN) adalah penarikan cek/bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000 atau sebanyak 1 (satu) lembar dengan nominal Rp.1.000.000.000 pada bank secara langsung. [footnoteRef:45] [45:  M.Bahsan. Op.Cit. hlm. 110] 

Pembatalan terhadap penolakan cek/bilyet giro kosong dapat dilakukan oleh bank anatara lain jika pemegang rekening dapat membuktikan secara tertulis penyelesaiannya atas penarikan cek/bilyet giro kosong dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer, atau cara lainnya dan harus dibuktikan kepada bank dengan dokumen yang lengkap dan sah menurut hukum yang berlaku. [footnoteRef:46] [46:  http://www.lippobank.co.id. Diakses tanggal 29 Mei 2015 Pukul 16.20] 

Bank dapat membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro atau penutup rekening giro, pemegang rekening atas pertimbangan-pertimbangan internal bank, meskipun identitas pemegang rekening tersebut tidak tercantum dalam daftar hitam nasional (DHN). [footnoteRef:47] [47:  Ibid] 

J. Sarana Penarikan Lain
Sebagaimana telah diketahui bahwa giro merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan cek/bilyet giro atau menggunakan sarana lain yaitu kuitansi yang merupakan surat perintah kepada seseorang yang namanya tertera pada kuitansi tersebut untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang tertentu. Kuitansi sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur tanda tangan pihak penerbit, penyebutan nama pihak yang ditunjuk oleh penerbit untuk melakukan pembayaran sejumlah uang terhadap dari penerbitnya dan tanggal kuitansi, yaitu masa tenggang kuitansi adalah 20hari sejak tanggal penerbitannya. Selain media tersebut diatas, giro dapat juga ditarik dengan menggunakan alat perintah bayaran lainnya seperti surat kuasa ataupun surat perintah pemindahbukuan. [footnoteRef:48] [48:   Muhammad, Bank Syariah,Yogyakarta:Ekonisia.2004, hlm. 31] 

K. Giro iB Hasanah
Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan  prinsip syariah dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
Manfaat dari Giro iB Hasanah adalah giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan, tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan US Dollar, dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
Fasilitas dari Giro iB Hasanah adalah buku Cek dan Bilyet Giro khusus mata uang Rupiah, BNI Syariah Card Silver sebagai kartu ATM (bagi Nasabah Giro Perorangan), layanan Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan Intercity  Clearing untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia. [footnoteRef:49] [49:   http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-giro. Diakses tanggal 17 Juni 2015 Pukul 11.00] 

L. Daftar Hitam
Nasabah penyimpan sebagai penarik cek/bilyet giro kosong yang telah ditutup rekeningnya oleh Bank Indonesia dicantumkan dalam daftar hitam. Ketentuan mengenai daftar hitam mencakup tentang Pencantuman nama pemilik rekening yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong ke dalam daftar hitam yang mencakup (1) dan hal-hal yang harus dipenuhi untuk pencantuman tersebut.
Hal-hal yang dipenuhi untuk pencantuman tersebut adalah kewajiban penutupan rekening lain yang dimiliki nasabah yang tercantum dalam daftar hitam, pihak-pihak yang dikecualikan dari pencantuman dalam daftar hitam, penarikan cek/bilyet giro kosong oleh pemilik rekening yang masih tercantum dalam daftar hitam merupakan masa berlaku daftar hitam, yaitu selam satu tahun sejak tanggal penerbitan, wilayah berlakunya daftar hitam, yaitu di wilayah kliring setempat, sifat daftar hitam, yaitu bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern bank umum, dan periode penerbitan daftar hitam, yaitu setiap akhir bulan oleh bank Indonesia yang mewilayahi. [footnoteRef:50] [50:  M.Bahsan. Op.Cit. hlm. 113] 

M. Perlindungan Kepada Nasabah
Nasabah yang menyimpan dananya di bank umumnya mempunyai berbagai tujuan dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar uang yang disimpannya pada bank terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari bank atas penggunaan dana tersebut. Secara umum perlunya adanya perlindungan terhadap nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu sepanjang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam ketentuan pasal 3/B UU Perbankan Indonesia 1992/1998 dapat diketahui bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan melalui lembaga penjamin simpanan. [footnoteRef:51]   [51:   Ibid. hlm. 134] 

Ketentuan Rahasia Bank, perlindungan yang lain bagi nasabah penyimpan dapat diperhatikan dari ketentuan mengenai rahasia bank. Ketentuan pasal 40 sampai pasal 45 UU Perbankan Indonesia. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan mengenai rahasia bank tentunya merupakan perlindungan bagi nasabah penyimpan agar dana yang disimpannya pada bank tidak diketahui oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Simpanan tersebut merupakan hak pribadi nasabah, penyimpan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Pelaksanaan dan ketentuan mengenai rahasia bank ini perlu diketahui orang lain. Pelaksanaan dan ketentuan mengenai rahasia bank ini perlu diperhatikan oleh bank dan petugasnya agar tidak menimbulkan permasalahan yang mungkin akan merugikan bank. Bank dalam hal ini perlu memperhatikan kedudukannya yang sering disebut lembaga kepercayaan. [footnoteRef:52] [52:   Yunus, Husein, Rahasia bank.Jakarta:Pustaka juanda tiga lima.2010, hlm. 90] 

N. Penelitian Terdahulu
Pada tahun 13, Ari Nurlita Wahyudi melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perdata terhadap Penerbit Cek Kosong”, dan mendapatkan hasil bahwa penerbitan cek kosong dapat diklarifikasi suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan ingkar janji jika pihak penerbit mengetahui bahwa dana cek tersebut tidak ada tetapi tetap dipakai sebagai alat pembayaran.[footnoteRef:53] [53:  Ari, Nurlita, Wahyudi. 2003. Akibat Hukum Perdata terhadap Penerbit Cek Kosong. Tersedia:  http:// repository.ubay.ac.id/1635/ Diakses tanggal 31 Juli 2015 Pukul 09.30] 

	Pada tahun 2010, Ummu Fatkhilia melakukan penelitian dengan judul “Jual beli cek di pusat grosir pekalongan dalam perspektif hukum islam” dan mendapatkan hasil pada jual beli cek yang dilakukan oleh sebagian pedagang dipusat grosir pekalongan telah sesuai dengan salah satu kriteria yang ditetapkan hukum islam, yaitu kedua bela pihak baik penjual maupun pembeli adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum serta adanya unsur suka sama suka yang berarti bahwa tidak adanya unsur paksaan. [footnoteRef:54] [54:  Ummu, Fatkhilia. 2010. Jual beli cek di pusat grosir pekalongan dalam perspektif hukumislam.Tersedia: http://lawskripsi/index.php?option=comcontent&law=article&id=324&Itemid=234. Diakses tanggal 31 Juli 2015 Pukul 09.00] 

	Pada tahun 2013, Anna Prastyawati melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tanggung jawab hukum terhadap penjamin BG kosong sebagai alat pembayaran hutang” dan mendapatkan hasil penilaian hakim dalam perkara BG kosong dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan perkara dalam BG. [footnoteRef:55] [55:  Anna, Prastyawati. 2013. Tinjauan Yuridis tanggung jawab hukum terhadap penjamin BG kosong sebagai alat pembayaran hutang. Tersedia:  http://eprints.ums.ac.id/23834/15/08-NASKAH-PUBLIKASI.pdf Diakses tanggal 31 Juli 2015 Pukul 10.30] 

	Pada tahun 2010, Rizka Nurul Izzati melakukan penelitian dengan judul “Aspek pidana dan perdata dalam penerbitan bilyet giro kosong” dan mendapatkan hasil tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong terdapat dalam putusan hakim No.01/Pid.B/2004/PN.Yk yang mana hakim pengadilan memutuskan kasus mengenai bilyet giro kosomg merupakan tindak penipuan yang terdapat dalam pasal 378KUHP. [footnoteRef:56] [56:  Rizka, Nurul, Izzati. 2010. Aspek pidana dan perdata dalam penerbitan bilyet giro kosong. Tersedia:  http://uinsunankalijaga.ac.id/digitallibrary/ Diakses tanggal 30 Juli 2015 Pukul 11.30] 

Pada tahun 2014, Galuh Puspaningrum melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong yang beritikad baik”, dan mendapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang surat cek kosong yang beritikad baik bertujuan agar pemegang mendapat kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran/pelaksanaan dari penerbit, yakni pemegang mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke pengadilan negeri karena penerbit telah wanprestasi, melalui hakim pengadilan negeri untuk melakukan pembatalan pelaksanaan perjanjian, ganti kerugian dan permohonan penetapan sita terhadap harta debitur yang wanprestasi.[footnoteRef:57] [57:  Galuh, Puspaningrum. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong yang beritikad baik. Tersedia: http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/24988 . Diakses Tanggal 1 Agustus 2015 Pukul 10.30] 

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

	No
	Peneliti
	Judul
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Ari Nurlita Wahyudi (1993)
	Akibat Hukum Perdata terhadap Penerbit Cek Kosong
	Penerbitan cek kosong dapat diklarifikasi suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan ingkar janji jika pihak penerbit mengetahui bahwa dana cek tersebut tidak ada tetapi tetap dipakai sebagai alat pembayaran.
	Terdapat persamaan dalam meneliti penanganan cek kosong
	Peneliti ini lebih memfokuskan kepada hukum perdata terhadap penerbit cek kosong

	2
	Ummu Fatkhilia
(2010)
	Jual beli cek di pusat grosir pekalongan dalam perspektif hukum islam
	Pada jual beli cek yang dilakukan oleh sebagian pedagang dipusat grosir pekalongan telah sesuai dengan salah satu kriteria yang ditetapkan hukum islam, yaitu kedua bela pihak baik penjual maupun pembeli adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum serta adanya unsur suka sama suka yang berarti bahwa tidak adanya unsur paksaan
	Terdapat persamaan dalam meneliti penggunaan cek sebagai alat pembayaran
	Peneliti ini lebih memfokuskan kepada perspektif hukum islam dalam penggunaan cek 

	3
	Anna Prastyawati
(2013)
	Tinjauan Yuridis tanggung jawab hukum terhadap penjamin BG kosong sebagai alat pembayaran hutang
	Penilaian hakim dalam perkara BG kosong dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan perkara dalam BG
	Terdapat persamaan dalam meneliti penanganan cek kosong
	Peneliti ini lebih memfokuskan kepada pertimbangan hukum dalam menentukan putusan terhadap perkara cek kosong

	4
	Rizka Nurul Izzati
(2010)
	Aspek pidana dan perdata dalam penerbitan bilyet giro kosong
	Tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong terdapat dalam putusan hakim No.01/Pid.B/2004/PN.Yk yang mana hakim pengadilan memutuskan kasus mengenai bilyet giro kosong merupakan tindak penipuan yang terdapat dalam pasal 378KUHP
	Terdapat persamaan dalam meneliti dampak peredaran cek kosong
	Peneliti ini lebi memfokuskan tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong

	5
	Galuh Puspaningrum
(2014)
	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong yang beritikad baik
	Perlindungan hukum terhadap pemegang surat  cek kosong yang beritikad baik bertujuan agar pemegang mendapat kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran/ pelaksanaan dari penerbit, yakni pemegang mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke pengadilan negeri karena penerbit telah wanprestasi melalui hakim pengadilan negeri untuk melakukan pembatalan pelaksanaan perjanjian, ganti rugi  dan permohonan penetapan sita terhadap harta debitur yang wanprestasi.
	Terdapat persamaan dalam meneliti dampak peredaran cek kosong
	Peneliti ini lebih memfokuskan kepada bentuk perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong yang beritikad baik


















BAB III
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah Cabang Palembang 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. [footnoteRef:58] [58:  http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah. Diakses tanggal 22 Juni 2015 Pukul.10.20] 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. [footnoteRef:59] [59:  Ibid] 


B. Visi & Misi Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Visi 
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
Misi 
a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. [footnoteRef:60] [60:  http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi.  Diakses tanggal 22 Juni 2015 Pukul 10.30] 

C. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Untuk melaksanakan operasional secara efektif dan efisien, suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Untuk itu PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang menyusun struktur organisasinya sebagai berikut :




[image: ]
3.1 Uraian tugas dan fungsi 
Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing karyawan Bank BNI Syariah Cabang Palembang, yaitu: 
1. Tugas dan Fungsi Branch Manager 
a) Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam  mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran). 
b) Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang. 
c) Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan. 
d) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan perseroan. 
e) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi. 
f) Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.
2. Tugas dan Fungsi Operational Manager
a) Mengawasi kegiatan operasional perusahaan
b) Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluru kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas
c) Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan di bidang pengembangan
3.  Tugas dan Fungsi Recovery & Remedial Head 
a) Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan. 
b) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan. 
c) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah. 
d) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan. 
4. Tugas dan Fungsi SME Financing Head 
a) Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel. 
b) Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel. 
c) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel. 
d) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif  kepada Recovery & Remedial Head sesuai ketentuan berlaku.
5. Tugas dan Fungsi Consumer Sales Head 
a) Sales Officer 
1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan konstitusi/kerjasama lembaga. 
2) Memasarkan produk pembiayaan konsumer. 
3) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO. 
4) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas Direct Sales. 
b)	 Sales Assistant 
1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan institusi / kerjasama lembaga.
2) Memasarkan produk pembiayaan konsumer. 
3) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumer. 
4) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji. 
6. Tugas dan Fungsi Consumer Processing Head 
a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumer. 
b) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumer, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi. 
c) Memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya. 
d) Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumer yang telah diproses. 
e) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumer. 
7. Tugas dan Fungsi Collection Assistant 
a) Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumer. 
b) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumer kepada Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan berlaku. 
8. Tugas dan Fungsi Customer Service Head 
a) Teller 
1) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang. 
2) Mengelola kebutuhan kas harian. 
3) Melaksanakan prinsip APU dan PPT 
b) Customer Service 
1) Melakukan pemasaan dana konsumer kepada nasabah walk in dan cross / up selling kepada nasabah dana existing.
2) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / deposito. 
3) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF. 
4) Melaksanakan prinsip APU dan PPT 
9. Tugas dan Fungsi Operational Head 
a) Financing Support Assistant 
1) Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen to be abtained, dll).
2) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebetan angsuran, dan pelunasan. 
3) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan. 
4) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur. 
5) Mengelola hubungan dengan notaris. 
b) Operational Assistant 
1) Melakukan pembukuan transaksi cabang. 
2) Memproses transaksi kliring. 
3) Mengelola Daftar Hitam Nasabah. 
4) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka. 
5) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN. 
10. Tugas dan Fungsi General Affairs Head 
a) Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi  cabang. 
b) Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang. 
c) Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.
d) Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayanan, jaga malam, dll)
D. Lokasi Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang Jalan Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan Telp.0711-315999.




BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penyebab Penolakan Pembayaran Cek oleh Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang dengan Ibu Tri Cahaya Nita bagian Operational Assistant bagian kliring, wawancara 2 Juni 2015. Penyebab penolakan pembayaran cek yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Palembang, antara lain alasan penolakannya Pertama, Saldo tidak cukup yaitu saldo yang ada pada rekening giro nasabah Bank BNI Syariah tidak cukup dananya, nasabah dalam mencairkan atau menuliskan nominal uang untuk dikliring melebihi saldo yang ada pada rekeningnya, sehingga bank menolak membayar cek/bilyet giro yang diajukan oleh pembawa cek/bilyet giro tersebut. Kedua, Persyaratan formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi nasabah Bank BNI Syariah, apabila salah satu atau lebih dari syarat formal cek/bilyet giro yang sudah ditetapkan tidak dipenuhi, maka bank menolak cek/bilyet giro yang ditunjukan oleh pembawa cek/bilyet giro tersebut, contohnya di dalam cek/bilyet giro yang diajukan penarik tidak ada tanda tangan pemilik rekening giro tersebut, maka bank akan menolak mebayar cek/bilyet giro tersebut.
Ketiga, Salah penulisan jumlah nominal dalam cek/bilyet giro, apabila nasabah pemilik cek berbeda menuliskan jumlah angka dengan jumlah terbilang, contohnya nasabah pemilik menuliskan Rp.510.000.000 sedangkan terbilang nasabah menuliskan lima ratus juta rupiah maka Bank BNI Syariah Cabang Palembang akan langsung menolak cek/bilyet giro tersebut. Keempat, Tanda tangan tidak cocok dengan specimen yaitu tanda tangan yang tertera pada cek/bilyet giro kosong tidak cocok dengan tanda tangan pemilik rekening giro, karena bila tidak sama bisa saja tanda tangan pemilik giro tersebut adalah tanda tangan palsu yang sengaja dibuat untuk mengelabuhi pihak bank. Kelima, di dalam bilyet giro tidak terdapat stampel kliring (kode rekening bank yang bersangkutan). Keenam, Stampel kliring yang ada pada cek/bilyet giro bukan merupakan stampel bank penerima.
Ketujuh, Coretan/perubahan tidak ditanda tangani yaitu semua coretan/perubahan yang tidak ditanda tangani, misalnya tanggal jumlah nominal uang dan huruf, nomor rekening, nama penerima cek/bilyet giro, misalnya Maya mengeluarkan cek yang tanggalnya tertera tanggal 3 Maret, kemudian tanggal 3 Maret tersebut dicoret dan Maya menggantinya dengan tanggal 5 Maret, tanggal 5 Maret yang Maya buat seharusnya ia tanda tangani tetapi Maya lupa menandatanganinya sehingga mengakibatkan cek tersebut ditolak pembayarannya oleh bank.
B. Dampak Peredaran Cek Kosong pada BNI Syariah Cabang Palembang
Berdasarkan dari data penarikan cek kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang dapat diketahui bahwa pada bulan januari 2014 telah dilakukan 3 kali penarikan cek kosong, pada bulan febuari 4 kali penarikan cek kosong, pada bulan maret 3 kali penarikan cek kosong, pada bulan april 4 kali penarikan cek kosong, pada bulan mei 3 kali penarikan cek kosong, pada bulan juni 3 kali penarikan cek kosong, pada bulan juli 4 kali penarikan cek kosong, pada bulan agustus 2 kali penarikan cek kosong, pada bulan september 3 kali penarikan cek kosong, pada bulan oktober 2 kali penarikan cek kosong, pada bulan november 3 kali penarikan cek kosong, dan pada bulan desember 4 kali penarikan cek kosong. Total semua data penarikan dari bulan januari-desember 2014 ada 38 kali penarikan cek kosong oleh nasabah, melihat kasus ini tentunya bank harus selalu berupaya mencegahnya, upaya tersebut perlu dilakukan karena dengan adanya peredaran cek kosong akan sangat merugikan bank dan masyarakat.
Dampak peredaran cek kosong tidak terlalu berpengaruh kepada bank tetapi masyarakat dapat kurang percaya terhadap penggunaan cek bila terjadi peningkatan peredaran cek kosong sehingga akan mempengaruhi penggunaannya sebagai warkat pembayaran giral, masyarakat mungkin akan ragu menggunakan fasilitas penyelesaian pembayaran yang di sediakan bank karena terpengaruh oleh kekhawatiran terjadinya cek yang dananya kosong sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Dampak bagi nasabah yang mengeluarkan cek kosong pun akan diberikan sanksi oleh bank dan nama baik nasabah itupun akan di anggap tidak baik. Dampak bagi negara pun jika masalah cek kosong di biarkan dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara.

C. Upaya Penanganan Cek kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang dengan Ibu Tri Cahaya Nita bagian Operational Assistant bagian kliring. Wawancara 2 Juni 2015, penanganan Cek/bilyet giro kosong yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Cabang Palembang yaitu dengan cara diberikan edukasi terlebih dahulu kepada nasabah yang ingin membuka rekening giro.
Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Palembang yaitu dengan cara memberi sanksi Surat Peringatan kepada nasabah yang mengeluarkan cek/bilyet giro kosong, diantaranya :
1. Surat Peringatan I (SPI) diberikan untuk nasabah yang mengeluarkan cek/bilyet giro kosong satu kali
2. Surat Peringatan II (SPII) diberikan untuk nasabah yang mengeluarkan cek/bilyet giro kosong kedua kali
3. Surat Peringatan III (SPIII) diberikan untuk nasabah yang mengeluarkan cek/bilyet kosong lagi dalam 6bulan
4. Untuk nasabah yang mengeluarkan cek/bilyet giro kosong lagi maka pihak bank akan memberikan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)
5. Memasukkan nama pemilik rekening giro ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
Daftar Hitam Nasional (DHN) ini dilakukan oleh Bank Indonesia yang selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan kepada bank umum bahwa pemilik rekening giro tersebut telah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong selama 3 kali, atau melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak satu lembar dengan nominal Rp.600.000.000 atau lebih. Yang artinya pemilik rekening giro tersebut tidak bisa membuka rekening baru pada bank lain karena namanya telah tercantum pada Daftar Hitam Nasional (DHN).





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut :
1. Penyebab penolakan pembayaran cek/bilyet giro meliputi :
a. Saldo tidak cukup
b. Persyaratan format tidak dipenuhi
c. Salah penulisan jumlah nominal dalam cek/bilyet giro
d. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen (kartu contoh tanda tangan)
e. Tidak terdapat stampel kliring
f. Coretan atau perubahan tidak ditanda tangani
2. Dampak peredaran cek kosong tidak terlalu berpengaruh kepada bank tetapi masyarakat dapat kurang percaya terhadap penggunaan cek bila terjadi peningkatan peredaran cek kosong dan akan mempengaruhi penggunaannya sebagai warkat pembayaran giral. 
3. Upaya penanganan cek kosong pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang yaitu dengan cara memberikan edukasi atau pemberitahuan yang jelas mengenai penggunaan dan sanksi yang akan dilakukan jika nasabah giro mengeluarkan cek kosong .

B. Saran
Setelah penulis menguraikan beberapa masalah dan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka penulis memberikan saran-saran untuk perkembangan Bank BNI Syariah Cabang Palembang,diantaranya :
1. Bank BNI Syariah Cabang Palembang dalam menangani nasabah giro yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong harus dengan cara tegas agar nasabah yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong merasa jera untuk mengulangi perbuatannya
2. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi menggunakan cek/bilyet giro, agar tidak terjadinya tindak penyalahgunaan cek.
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